
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
BUPATI MAJALENGKA 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 

NOMOR 2 TAHUN 2026 
TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAJALENGKA, 
 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 
Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka 

Tahun Anggaran 2025; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4421);                                                 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 

9. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  

2024  tentang Perubahan Kesembilan Belas atas 
Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);                                                                                                                                                    
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6909); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 754); 
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25. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   64  
Tahun   2013   tentang  Penerapan  Standar Akuntansi  

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan  Pertanggungjawaban  Penggunaan   Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang 

Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan  Bantuan  Keuangan  
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020  Nomor 1777); 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 648); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 
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Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2024 Nomor 7); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 

Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2025 Nomor 3); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 

dan 

BUPATI MAJALENGKA 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2025. 
 

Pasal 1 
1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan 

memuat: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca; 
d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan 

usaha milik daerah/Perusahaan Daerah. 
 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 adalah 
sebagai berikut: 

a. pendapatan                            Rp3.169.648.459.692,79 
b. belanja                                   Rp3.041.911.820.295,00 

surplus/(defisit)                        Rp127.736.639.397,79 
c. pembiayaan 

1. penerimaan                             Rp12.040.634.829,92 

2. pengeluaran                              Rp5.931.876.744,00 
pembiayaan neto                       Rp6.108.758.085,92 

 
Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2  adalah sebagai berikut: 
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a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan 
sejumlah minus Rp37.935.084.610,79 dengan rincian 

sebagai berikut: 
1. anggaran pendapatan         Rp3.131.713.375.082,00 

setelah perubahan 

2. realisasi                              Rp3.169.648.459.692,79                                                                                  
selisih kurang                        (Rp37.935.084.610,79) 

 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp101.842.239.617,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran belanja                Rp3.143.754.059.912,00 
setelah perubahan                                                

2. realisasi                              Rp3.041.911.820.295,00                                                                                     

selisih lebih                           Rp101.842.239.617,00 
 

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit 

sejumlah minus Rp139.777.324.227,79 dengan 
rincian sebagai berikut: 

1. anggaran defisit                     (Rp12.040.684.830,00) 
setelah perubahan                                      

2. realisasi                                 Rp127.736.639.397,79                                                                                          

selisih kurang                      (Rp139.777.324.227,79) 
 

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan 
pembiayaan sejumlah Rp4.875.050.000,08 dengan 
rincian sebagai berikut: 

1. anggaran penerimaan              Rp16.915.684.830,00 
pembiayaan setelah perubahan                     

2. realisasi                                   Rp12.040.634.829,92                                                                             

selisih lebih                               Rp4.875.050.000,08 
  

e. selisih anggaran dengan  realisasi  pengeluaran  
pembiayaan sejumlah  minus Rp1.056.876.744,00 
dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pengeluaran               Rp4.875.000.000,00                     
pembiayaan setelah perubahan  

2. realisasi                                     Rp5.931.876.744,00 
selisih kurang                          (Rp1.056.876.744,00) 

 

f.      selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto 
sejumlah Rp5.931.926.744,08 dengan rincian sebagai 
berikut:  

1. anggaran pembiayaan          Rp12.040.684.830,00 
neto setelah perubahan                                 

2. realisasi                                    Rp6.108.758.085,92                                                                                           
selisih lebih                               Rp5.931.926.744,08 

 

Pasal 4 
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)  huruf b per 31 Desember 
2025 sebagai berikut: 
a. sisa lebih perhitungan                 Rp12.040.684.829,92 

anggaran tahun sebelumnya     
b. sisa lebih perhitungan               Rp133.845.397.483,71 

anggaran tahun berkenaan        
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Pasal 5 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut: 
a. jumlah aset                            Rp5.823.303.517.653,69 
b. jumlah kewajiban                      Rp106.944.240.390,00 

c. jumlah ekuitas dana              Rp5.716.359.277.263,69 
 

 Pasal 6 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 

31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut: 
a. jumlah pendapatan              Rp2.997.662.704.897,92 

operasional 

b. jumlah beban operasional      Rp2.818.953.656.297,54 
c. surplus/defisit                              (45.212.036.275,73) 

non operasional  

d. pos luar biasa                                        68.145.000,00 
e. surplus/defisit                          Rp133.428.867.324,65 

 
Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1)  huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 
31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut: 

a. saldo kas 1 Januari 2025            Rp12.040.684.829,92 
b. arus kas dari aktivitas operasi   Rp334.376.966.293,79 
c. arus kas dari aktivitas             (Rp212.572.203.640,00) 

Investasi aset non keuangan 
d. arus kas dari aktivitas pendanaan                     Rp0,00 
e. arus kas dari aktivitas transitoris                      Rp0,00 

f.      saldo kas akhir                          Rp133.845.397.483,71 
per 31 Desember Tahun 2025 

 
Pasal 8 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1)  huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

a. ekuitas awal                           Rp5.563.906.515.781,48 
b. ekuitas akhir                         Rp5.716.359.277.263,69 

   

Pasal 9 
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1)  huruf g memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan 
keuangan. 

 
Pasal 10 

Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, yang terdiri atas: 
a. 

 

Lampiran I 

 
1. Lampiran I.1 
 

: 

 
: 
 

laporan realisasi anggaran yang 

terdiri atas: 
ringkasan laporan realisasi 
anggaran menurut urusan 



- 8 - 
 

 
 

2. Lampiran I.2 
 
 

 
 
3. Lampiran I.3 

 
 

 
 
 

 
4. Lampiran I.4 

 
 

: 
 
 

 
 
: 

 
 

 
 
 

 
: 
 

 
 

pemerintahan daerah dan 
organisasi; 

ringkasan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah yang 
diklasifikasi menurut kelompok 

dan jenis pendapatan, belanja 
dan pembiayaan; 
rincian anggaran pendapatan 

dan belanja daerah menurut 
urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, 
sub kegiatan, kelompok dan jenis 
pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; dan 
rekapitulasi realisasi belanja 
menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, 
kegiatan dan sub kegiatan. 

b. Lampiran II : laporan perubahan saldo 
anggaran lebih; 

c. Lampiran III : laporan operasional; 

d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas; 
e. Lampiran V : neraca; 

f. Lampiran VI : laporan arus kas; 
g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan; 
h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang 

daerah; 
i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan 

piutang tidak tertagih; 

j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir 
dan penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal 
(investasi) pemerintah daerah; 

l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi 

penambahan dan pengurangan 
aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap; 
n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi 

dalam pekerjaan; 

o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya; 
p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah; 
q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek; 

r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang; 
s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun 
anggaran 2025 dan dianggarkan 
kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 
t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan 

usaha milik daerah yang terdiri 
atas: 

 1. Lampiran 

XX.1 

: ikhtisar laporan keuangan 

berupa neraca badan usaha milik 
daerah; dan 
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 2. Lampiran 
XX.2 

: ikhtisar laporan keuangan 
berupa laporan laba/ rugi badan 

usaha milik daerah. 
 

Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan 

Peraturan Bupati.   
 

Pasal 12 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka. 

 
 

Ditetapkan di Majalengka 

pada tanggal 24 September 2026 
                                            

BUPATI MAJALENGKA 
 
 ttd 

 
EMAN SUHERMAN 

  

Diundangkan di Majalengka 
pada tanggal 24 September 2026 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, 
 

ttd 
 

AERON RANDI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 2 

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, 
PROVINSI JAWA BARAT (2/83/2026) 

 


